
Rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencabut moratorium  financial technology (fintech)
peer to peer lending (P2P lending) pada kuartal III tahun 2023 belum terwujud sampai saat ini.
Moratorium fintech P2P lending adalah penutupan perizinan untuk penyelenggara pinjaman
online (pinjol) baru. Kebijakan ini diterapkan sejak awal 2020 dalam rangka mengevaluasi
kepatuhan dan pelaksanaan tata kelola seluruh pelaku usaha pinjol yang sudah terdaftar di OJK.
OJK menyampaikan, terdapat 16 penyelenggara fintech P2P lending yang belum memenuhi
ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp2,5 miliar hingga akhir Januari 2024. Dari 16
penyelenggara fintech P2P lending tersebut, 9 penyelenggara fintech P2P lending sedang dalam
proses persetujuan permohonan peningkatan modal disetor.

OJK masih mengkaji opsi pencabutan pemberian izin usaha penyelenggara fintech P2P lending.
Antara lain, mempertimbangkan kepentingan publik berupa kebutuhan masyarakat terhadap
layanan fintech P2P lending. Belum dicabutnya moratorium fintech P2P lending juga dipengaruhi
oleh pengukuran potensi pertumbuhan fintech P2P lending yang sudah ada sekarang, agar
dapat tumbuh secara optimal. Di mana, mempertimbangkan persaingan usaha antar
penyelenggara pinjol tersebut. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya iklim industri fintech P2P
lending yang sehat, jujur, serta tidak melawan hukum.

Selanjutnya, penyesuaian manfaat ekonomi atau bunga pinjaman yang berlaku mulai awal 2024
diperkirakan menjadi potensi turunnya minat pemberi pinjaman (lender). Namun,
penyelenggara pinjol yang lebih berkualitas dapat memberikan insentif lebih baik bagi para
lender untuk meningkatkan penyaluran dana kepada penerima pinjaman (borrower) sesuai
selera risikonya. Selain itu, OJK sedang menyiapkan infrastruktur yang memadai terkait rencana
pencabutan moratorium izin usaha fintech P2P lending. Hal tersebut perlu dilakukan sebelum
OJK secara resmi mencabut moratorium izin usaha fintech P2P lending. Kesiapan infrastruktur
tersebut antara lain meliputi kesiapan sistem perizinan dan pengawasan serta kesiapan
regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha fintech P2P lending.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios)
berpendapat bahwa masalah yang ada dalam industri fintech P2P lending harus diselesaikan
terlebih dahulu sebelum mencabut moratorium izin fintech lending. Hal itu akan menjadi tolak
ukur bagi penyelenggara baru yang akan menggeluti industri ini. Sehingga, ada pembenahan
terlebih dahulu dari penyelenggara fintech lending yang sudah ada sebelum memberikan
kesempatan untuk penyelenggara yang baru untuk masuk. Perusahaan fintech lending juga
perlu mengikuti aturan modal minimal yang diatur oleh OJK. Sehingga tidak menimbulkan
kecemburuan, dan itu menunjukkan kesetaraan pada semuanya.

Pencabutan moratorium fintech P2P lending sebaiknya dilakukan dari perusahaan yang
menyalurkan pembiayaan produktif terlebih dahulu. Dengan demikian, sektor produktif akan
tumbuh mengimbangi sektor konsumtif di industri. Tak hanya itu, sentimen negatif yang ada di
industri fintech lending harus dibenahi. Kalau tidak dibenahi, industri fintech lending hanya akan
dibebani oleh masuknya pelaku usaha baru.20
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akses keuangan yang lebih luas dan inklusif. Namun, jika hal itu tidak dilakukan
secara hati-hati justru akan memicu berbagai masalah yang merugikan banyak
pihak. Literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat masih menjadi masalah
yang harus diperhatikan. Sebelum moratorium dicabut, OJK harus memastikan
bahwa langkah-langkah edukasi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat
telah dilakukan. Langkah ini untuk memastikan peningkatan pemahaman publik
mengenai fintech P2P lending dan risiko yang terkait dengannya. OJK perlu
memperkuat pengawasan terhadap praktik-praktik fintech P2P lending yang
berpotensi merugikan masyarakat. Perlindungan konsumen harus menjadi
prioritas utama. Komisi XI DPR RI dapat bekerja sama dengan OJK untuk menjaga
keseimbangan antara pengembangan industri fintech P2P lending yang sehat dan
perlindungan konsumen yang efektif. 
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Di sisi lain, diharapkan risiko yang ada di sektor produktif, terutama pada sektor UMKM, dapat
diatasi sebelum pencabutan moratorium izin fintech. Hal ini berkaca pada kasus gagal bayar
yang terjadi pada beberapa fintech lending produktif. Lebih lanjut, seharusnya moratorium tidak
dicabut sebelum masalah-masalah yang ada dapat teratasi dengan baik dan persepsi negatif
masyarakat terhadap fintech lending pudar.
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